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PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan lpeggara-
an reklame pada saat ini, maka diperlukan adanygegeaian
terhadap pajak Reklame yang dipungut di Kota Pastiru

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang ulBi&p
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daetah
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pasiomor 07
Tahun 2009 tentang Pajak Reklame perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanakslih pada
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturanrdaéentang
Pajak Reklame.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahl8b4
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-KoemilKdi
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1M&#hor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadié6il);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1i@&iang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Insiane
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1@88%ng
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembargars
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 3566) sebagaimagiah t
diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Noft®
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia M&k00
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 3984);
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 7199
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lemb&rgara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimaziah t
diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Rdpubli
Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara [Ri&gpu
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaregafd
Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 9199
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dansBdha
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rbpu
Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2200
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahu R@®nor
27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 4200
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara T&a&Oo4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengaarigrdndang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaxagara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 4200
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintaht Rimsa
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &sian
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara bRkepu
Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 7200
tentang Penataan RuangLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4725);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 9200
tentang Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Repuhblonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 5025);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 9200
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembélagara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahamdaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1201
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganbétan
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8am@dahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4euial982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerapkdi II
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@®2
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3241);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27umal983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahunl 198
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rdpubli
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telahbat
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NoB®
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia T&k10
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor S8uifa2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran &legar
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahamdaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7uifa2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengetargg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &sian
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara bRkepu
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38uia007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaragaréle
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68uia2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan hsenti
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemidegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahamdaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9uita2010
tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut BerdasdPeametapan
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pgjambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, bEdman
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 TaB0@7
tentang Pengesahan, Pengundangan dan PenyebarRersdnran
Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@f8ang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimahadigebah
yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam iddgemor
21 Tahun 2010;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun B&fiang
Rencana Tata Ruang wilayah Kota Pasuruan Tahun 202212
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Nom@&@&9E );
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun Bftang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemifin Kota
Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2a@&pr
02, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun Bffdng
Pokok—pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaraerab
Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimaah tklibah
dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun Bfii&ng
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (LembaragrdbaKota
Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09);
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26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun Bffi&ng
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerahmifiaean
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 10).

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
Dan

WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perdrigerah sebagai
unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

4. Pejabat adalah kepala dinas pendapatan daerah.

5. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan pesmagajak yang
meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Penalberdin Surat
Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

6. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklammiligeproduk
dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelekagon
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri at&wkuan atas
nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

7. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiadan

pengaturan yang meliputi: perencanaan, jenis, ipanz

penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan jpamergklame
dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota gerdsi,
indah dan tertib.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan paiag.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses geaamctata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatag. rua

10. Rencana Tata Ruang adalah rencana tata ruaag Ko

11. Sarana dan prasarana Kota adalah bagian @ag milayah yang
dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kota yang pemataiaaya untuk
kepentingan umum.

12. Penunjang kelengkapan wilayah adalah keselarubiaamen
sarana dan prasarana wilayah.

13. Jalan adalah prasarana transportasi darat gagiguti segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap danng&dpannya
yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang beraddapaermukaan
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permulessain dan/
atau air, serta di atas permukaan air, kecualhje&xeta api, jalan
lori, dan jalan kabel.

© o
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14. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalannum& tingkat
strategis dan komersial untuk penyelenggaraan meklgyang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

15 Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imagamtara ambang
paling atas bidang reklame dengan permukaan tainame reklame
tersebut berdiri.

16. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan Magi lintas
umum.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau moda! iyeerupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yanak tid
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatasseman
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha mibjiarze(BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan namaddéam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensi
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masganisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dantuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dantbkrnusaha tetap.

18. Bangunan reklame adalah reklame yang terdiribidang reklame
berikut komponen struktur.

19. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalayel@mggaraan
reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dasibbaja,
beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digansebagai
penopang atau penyangga bidang reklame yang b&rgang

20. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyele@gygaeklame
yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis KaBelebaran dan
Melekat yang berupa cap/stempel/porporasi.

21. Perletakan reklame adalah tempat ruang rektitempatkan atau
diletakkan.

22. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklaya@g
dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesamphayambar,
logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.

23. Nilai Jual Obyek Reklame adalah keseluruhan bagaran/
pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik datau
penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adaiEye/harga
beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrigembayaran/
ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayaugagecatan,
pemasangan dan transportasi pengangkutan dan dheganya
sampai dengan bangunan reklame selesai, dipanc¢arkan
diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang diateyamg telah
diizinkan.

24 Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukoian yang
ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklamesekert
berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tatey rkista untuk
berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

25. Tingkat Strategis Lokasi adalah bobot/nilai gyatiberikan atas
lokasi pemasangan reklame yang didasarkan pada jedéan dan
tingkat keramaian arus lalu lintas/kendaraan yaaljmas.

26. Nilai Strategis Lokasi adalah bobot/nilai yadgerikan atas
pemasangan reklame yang didasarkan pada tingktegs lokasi.

27. Kelas Jalan Reklame adalah Klasifikasi jalannumgt tingkat
strategis dan komersial untuk penyelenggaraan meklgyang
ditetapkan oleh Walikota.
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28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, ataianyadg bentuk
dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, ataiwku
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, pedag badan,
yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan/adau dinikmati
oleh umum.

29. Reklame Megatron adalah reklame yang bersfapt(tidak dapat
dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun fidsupa
gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubagdmtpggam dan
menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnyaotidon dan
elektronic display.

30. Reklame Papan atau Billboard adalah reklameg Yyensifat tetap
(tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, ka&gng, tinplate,
collibrite. Vynil. Alumunium, fiberglass, kaca, lattembok atau
beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipapadg tempat
yang disediakan (berdiri sendiri) atau diganturegiatitempel atau
dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tlamgsebagainya
baik bersinar, disinari maupun yang tidak disinari.

31. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatimda
kendaraan atau benda yang dapat bergerak yangrdigarakan
dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara aflibaw
didorong / ditarik oleh orang termasuk didalamngklame pada
gerobak / rombong, kendaraan baik bermotor atatigak.

32. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan mataripangka
pendek atau mempromosikan suatu event atau kegigag
bersifat insidentii dengan menggunakan bahan k#smasuk
didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendeey @hain
(rangkaian bendera) tenda, krey, giant banner @andisg banner.

33. Reklame Selebaran adalah reklame yang berb@amiblaran lepas,
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dapat
diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkaibekdtkan,
dipasang, digantung pada suatu benda lain, termdisiatamnya
adalah brosur, leafleat dan reklame dalam undangan.

34. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yheghentuk
lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditkampel
dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatusbend

35. Reklame Film atau Slide adalah reklame yangl@liggarakan
dengan cara menggunakan klise (celluloide) beraga ktau film,
ataupun bahan — bahan lain yang sejenis, sebagtiuatuk
diproyeksikan dan / atau dipancarkan.

36. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarak udara
dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawaalatdain yang
sejenis.

37. Reklame Suara adalah reklame yang diselengaraau dengan
suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara ala

38. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselekggalengan
cara memperagakan suatu barang dengan atau taep@idsuara.

39. Reklame Wall Painting adalah reklame yang fasrsetap (tidak
dapat dipindahkan) dibuat di bangunan/tembok yalogid dengan
menggunakan cat atau bahan lainnya baik bersuohek/tbersinar
maupun diberi penerangan.

40. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggezkiame.

41. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badamg ydapat
dikenakan Pajak.
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42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badardipote pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yangpuayai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuastusen
perundang-undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu penyelenggaieidame yang
dapat diklasifikasi dalam masa pajak mingguan, riara dan
tahunan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untakghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanyaafu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan nabwuku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harusyaibpada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atamdBhgian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan dagmgn
undangan perpajakan daerabh.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang seatgajudisingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakatuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran papgk pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan jkamasesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jglepa
daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjulisragkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan lyasarmlah
pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, \seignjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yaagentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajakimiph
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harisyar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Thamjayang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetgpgak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang tefetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang setapa disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentpkafah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredik @dgu pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, ys@lgnjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yargentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlaldikneajak
lebih besar dari pada pajak yang terutang ataurssinga tidak
terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutngangkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/st@oksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputugng
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitungatinkekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam perapsgeimdang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalamt Sura
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Fagsah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surdétéfmn
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketet&zak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah LebilgaBaSurat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetutan, Surat
Keputusan Keberatan.
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54.

55.

56.

S7.

58.

59.

60.

1)

(2)

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputatsa keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, $etdtapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah KuraygrBSurat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Betatapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak DaerdhihL8ayar,
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh ldtigia yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukeh Wajib
Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu kepugasg dapat
diajukan banding berdasarkan peraturan perundadghgan
perpanjakan yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan ilzeragajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatang gajukan
oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan jtlakgkdn secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi kgaanyang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan daaydy serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang ata) yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupacanetan
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tertsebu
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mepghimdan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yangksdifeakan
secara objektif dan profesional berdasarkan sua@ndar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan iama)
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untulantujain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundataggan
perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakaerah dan retribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olelyi@i&nuntuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan tukthembuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah ré&ribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kotarasu

BAB I1
PENYEBARAN PERLETAKAN REKLAME

Pasal 2

Penyebaran perletakan reklame di Kota harus meratieath etika,

estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sedeiagan

rencana kota.

Rincian Pola penyebaran perletakan reklame sebagaim
dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dendreraturan

Walikota.

Pasal 3

Setiap penyelenggaraan reklame megatron, videotange elektronic
display, Bando dan papan/billboard harus mempdwdmatirancang
bangun reklame yang meliputi ukuran(dimensi), kaksti, dan
penyajian.
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BAB 111
KETENTUAN IZIN

Pasal 4

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menygdeakan
reklame di kota wajib memperoleh izin dari walikatiau pejabat
yang ditunjuk.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada @ya
penyelenggara reklame harus mengajukan permohopaaras
tertulis kepada walikota atau pejabat yang ditunjdé&ngan
dilengkapi persyaratan administrasi secara lengleapbenar yang
ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

(3) Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada
penyelenggara reklame atau jasa periklanan/birlamek sebagai
berikut:

a. melengkapi persyaratan administrasi sebagaimanaksin
pada ayat (2);

b. membayar pajak reklame terutang sebesar 20% (diudn pu
persen);

c. melampirkan rekomendasi rancang bangun reklameTdari
Pelayanan Perizinan;

d. pembangunan/penempatan reklame wajib memenuhi
ketentuan tinggi ruang bebas bagi jalan arteri ¢dan
kolektor.

(4). Ketentuan tinggi ruang bebas bagi jalan adan jalan kolektor
sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf d diatih l&njut
dengan peraturan walikota.

Pasal 5

(1) lzin pemasangan reklame dapat diajukan perpanjarageaiila
habis berlakunya dengan mengajukan permohonan kesgsaai
dengan persyaratan yang ditetapkan.

(2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pgaia (1)
diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 6

Izin  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak hbole
dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas walikota atau
pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

(1) lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapattatkba
apabila:
a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat/Reafer
Kota; dan atau
b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
(2) lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dicalalilap
a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran,
konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidakasdagi
dengan izin yang telah diterbitkan;
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3)

(1)

@)

3)

1)

(@)

3)

(4)

1)

(2)

menurut pertimbangan walikota ternyata pada saat
penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengamatsy
syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesgpana
ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan da
lingkungan;

penyelenggara reklame tidak memelihara reklame ndala
keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindadan d

keselamatan masyarakat; dan atau.

d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangigada
yang berlaku.
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayatef2bih
dahulu dilakukan dengan menerbitkan surat peramgaébanyak 3
(tiga) kali dengan masa tenggang waktu 7 (tujul)kedender.

Pasal 8

Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud d@ksal 7
ayat (1) huruf a, maka terhadap penyelenggaraaiamek yang
terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain daa siaktu yang
belum dimanfaatkan dan biaya pemindahan dibebarkaaa
penyelenggara reklame.

Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud deksal 7
ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhiadalperizinan
tidak dapat dimintakan kembali.

Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud da&sal 7
ayat (2), maka atas pajak yang sudah dibayar boéh dilakukan
kompensasi atau restitusi.

BAB IV
PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 9

Penyelenggara reklame adalah:

a. pemilik reklame/produk;

b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame

Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud padat &)
huruf a adalah orang pribadi atau badan yang mengghrakan
reklame untuk dan atas namanya sendiri.

Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sSef@ya
dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yamgebak di
bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklamuk dan
atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya
Persyaratan sebagai jasa periklanan/biro reklaataerdebih lanjut
dengan peraturan walikota.

Pasal 10

Penyelenggara reklame harus menyusun naskah rekizbaen

bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan mexgguhuruf

latin.

Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskddme

dapat memakai bahasa asing, yang ditulis di bagpavah Bahasa
Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.
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(3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusatmaratdu
merek dagang yang merupakan cabang dan atau patetuar
negeri masih tetap dipakai.

(4) Untuk ketertiban umum, walikota berwenang melarang
mempergunakan bahasa asing dan huruf-huruf laiselgn huruf
latin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2yat

Pasal 11

Penyelenggara reklame berkewajiban:

a. menempelkan penning atau tanda porporasi padantekkesuai
dengan yang ditetapkan oleh Walikota;

b. mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame dasa ma
berlaku izin penyelenggaraan reklame yang dapaicdildengan
mudah dan jelas;

c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipekganantuk
reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;

d. membongkar reklame beserta bangunan konstruksrasasgeelah
berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dSalangka waktu 3 x
24 jam.;

e. menanggung segala akibat yang disebabkan penyele@yy
reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 12

(1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakdanmekyang
bersifat komersial pada :
a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah/PenteKtz;
b. gedung dan atau halaman tempat pendidikan/sekotath d
tempat-tempat ibadah.
c. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan
walikota;
(2) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakarnanmmek
makanan/minuman beralkohol.

BABV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN PENERTIBAN REKLAME

Pasal 13

(1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengamdali
berdasarkan aspek tata ruang, estetika wilayah lddaikan
konstruksi serta pengawasan atas kepatuhan untukenui
kewajiban dalam penyelenggaraan reklame.

(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakamgeedalian
dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14
(1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap pengghraan

reklame apabila :
a. tanpaizin;
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b. masa izin telah berakhir dan tidak diperpanjanguaes
ketentuan yang berlaku ;

c. tanpa penning/tanda pelunasan pajak ;

d. terdapat perubahan nama merk/usaha sehingga tegalais
dengan izin yang telah diterbitkan ;

e. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame y#zigh
ditetapkan dalam gambar Tata Letak Bangunan (TLB) ;

f.  tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi ;

g. tidak terawat dengan baik; dan atau

h. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu peaggun
jalan.

(2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenutankean
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggklame
wajib membongkar dan membersihkan reklame besamnguman
reklame dalam batas waktu 1 X 24 jam.

(3) Apabila Penyelenggara reklame tidak melaksanakamajidzan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahlb€oteenang
membongkar dan membersihkan reklame beserta bamgysaan
penyelenggara reklame tidak diperbolehkan mengajukan
reklame baru.

(4) Bangunan reklame yang dibongkar sebagaimana dirdagada
ayat (2), keamanannya menjadi tanggung jawab pengghra
reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklgnaling
lambat dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggallqmngkaran.

(5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud paidéspgaatur
lebih lanjut dalam peraturan walikota.

BAB VI
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 15

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajjak atas epmmygaraan
reklame.

Pasal 16

(1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggeekiame.
(2) Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pad#4lg adalah:
reklame papan/billboard/videotron/megatron danrssjga;
reklame kain;

reklame melekat, stiker;

reklame selebaran;

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

reklame udara;

reklame apung;

reklame suara;

reklame film/slide;

J- reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame gabeana
dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. penyelenggaraan reklame melalui internet, telewviadio,
warta harian, warta mingguan, warta bulanan, demsaya;

TS@mpoooTw
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b. label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakam dar
produk sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipaseledanpada
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarsdsunai
dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal asaha
profesi tersebut;

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintamefatah
Provinsi atau Pemerintah Kota yang tidak menggumaka
sponsor;

e. reklame yang diselenggarakan oleh badan se&atidikan,
dan keagamaan yang tidak menggunakan sponsor;

f. semata-mata memuat nama tempat pendidikan, aaran
olahraga, dengan ukuran luas tidak melebihi 6 (¢ma#

g. diselenggarakan oleh organisasi politik dan aieganisasi
kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat rfama a
informasi  organisasi yang bersangkutan yang tidak
menggunakan sponsor;

Pasal 17

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yaegggunakan
reklame.

1)
(@)

3)

(1)
@)

3)

(4)

()

Pasal 18

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secargstang oleh
orang pribadi atau badan, Wajib Pajak adalah opaigadi atau
badan tersebut.

Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihakg&etpihak
ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak.

BAB VII
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 19

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai SewtaiRek

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketigiai Sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dismapk
berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilav&&eklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakavkadi
penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlduran
media reklame.

Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksuh @yat

(2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajaliai sewa
reklame ditetapkan dengan  menggunakan  faktor-faktor
sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Cara penghitungan Nilai Sewa Reklame dengan rumukaran
reklame dikalikan nilai strategis pemasangan reklagikalikan
nilai jual obyek reklame.
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(6) Nilai perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimanaaéisud
pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(7) Nilai jual obyek reklame dan nilai strategis penmagan reklame
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tielgksahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20
Tarip Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua pululepgrs
Pasal 21

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dergm@a mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dedgsar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota .

BAB IX
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 23

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya samgade
jangka waktu penyelenggaraan reklame.

(2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikelompokkan dalam tiga masa :
a. mingguan;
b. bulanan ; dan
c. tahunan.

Pasal 24
Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat parggaraan reklame
atau sejak diterbitkan SKPD.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPTPD.

(3) STPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hdiisisdengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatanganiWigib Pajak atau
kuasanya.

(4) STPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rhdisasnpaikan
kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hsetelah
berakhirnya masa pajak.

(5) Berdasarkan STPTD, Walikota menerbitkan SKPD.

(6) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yangutéag
berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
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(7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan pengsanp SPTPD,
SKPDKB dan/atau SKPDKBT diatur lebih lanjut dendaraturan
Walikota.

Pasal 26

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah aatangnya pajak,
walikota dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau kegarafain,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada walikottama
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secaralise
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran;

3) Jjika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhijaga
yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau dgag
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama tmgsa
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak tergi@an tidak
ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalamPC3«B
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angkanlangka 2)
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebg8&ar (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang &talambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puémpat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalamP[3BT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakaksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seizeusen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ¢ak tdikenakan
jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakuktindakan
pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sdbzgaa
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakankss
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (duahputea persen)
dari pokok pajak ditambah sanksi administratif parubunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajag kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu palingda24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangrayak.

BAB XII
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 27

(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurahgydir;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurarngeambayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif Iparuounga
dan/atau denda.
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@)

(1)

@)

3)

1)

(@)

(1)

(@)
3)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalafPC53ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambtahgan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% feusen) setiap
bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sefdat
terutangnya pajak.

BAB XIl1
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 28

SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan
pembetulan, surat keputusan keberatan, dan pubasaiing, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar beghmb
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dildaksn jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggaliiitiecan.

Walikota atas permohonan wajib pajak setelalemenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan pgraetkepada
wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pemhayzagk,
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persetdrsebu
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara @gm@mtan, penyetoran,
tempat pembayaran, pengangsuran, dan penundaanaysaiau
pajak diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 29

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPD8RPDKBT,
STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusaar&tan, dan
putusan banding yang tidak atau kurang dibayar olajib pajak
pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanbkadasarkan
peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 30

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanpadee Walikota
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN; dan

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketigdabarkan
ketentuan peraturan perundangundangan perpajakazhda
Keberatan diajukan secara tertulis dalam kal@donesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktingpdama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan p¢soungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jikgibWRajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak tag@enuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

~poooTw
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(4)
()

(6)

1)

(2)

3)

1)

(2)

3)

1)

(@)
3)

(4)

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajlaht membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wéjdyak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan gséfana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dant &p tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidaktiilpangkan.
Tanda penerimaan surat keberatan yang dibvermkaeh Walikota
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengirimaat deeberatan
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti rpgaan surat
keberatan.

Pasal 31

Walikota dalam jangka waktu paling lama 12&dcwelas) bulan,
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus markbputusan
atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berommerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menamisamlya pajak
yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud @g@a (1) telah
lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusabgkatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bgriaimya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai kaiveya yang
ditetapkan oleh Walikota.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada @)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesiagae alasan
yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sdjakutusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusabéwmtan tersebut.
Pengajuan permohonan banding menangguhkan jikawa
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejaggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal 33

Jika pengajuan keberatan atau permohonan randikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran k paja
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga seb2%arndua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluhagniyoilan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada Rydthjtung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atdaloulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupadi#esebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkapukusan
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibagrelum
mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonamdiog, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima pybensen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
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(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau lwikean sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa dfersebesar
100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasafkatusan
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yand tdieayar
sebelum mengajukan keberatan.

BAB XV
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jaiogtm walikota
dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/&&keliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan pamgrachdangan
perpajakan daerah.

(2) Walikota dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi admaiifiberupa
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang mmenu
peraturan perundangundangan perpajakan daeraim delbh
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WagilakPatau
bukan karena kesalahannya,

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak
benar,;
mengurangkan atau membatalkan STPD;
membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapgak pang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengaa tara
yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarka
pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atadi%io
tertentu objek pajak.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sadkanistratif dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak selzagai
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturarketali

oo

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajagatl mengajukan
permohonan pengembalian kepada walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12adelas) bulan,
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayahdf)s
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud @gda (2) telah
dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu kepan,
permohonan pengembalian pembayaran pajak diangkaiputkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktungalama 1
(satu) bulan.
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(7)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(1)
(2)
3)

Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak hgim, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayln@sung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utapgjak

tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebaga dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palemgd 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajakutkan setelah
lewat 2 (dua) bulan, walikota memberikan imbalamdausebesar
2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan penaloakelebihan

pembayaran pajak.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayarmk gabagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturarketali

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadiakevarsa

setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitungaksesaat

terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak kgtan tindak

pidana di bidang perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dudgiada ayat (1)

tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat pakaag,

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajaks Eigsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan speitsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa peangifhitung

sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagmicimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengaradasnnya

menyatakan masih mempunyai utang pajak dan beluomamnya

kepada Pemerintah Kota.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagairdimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajpermohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohebaratan

oleh wajib pajak.

Pasal 37

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih l&grena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus
Walikota menetapkan keputusan penghapusanngiytajak yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1

Tata cara penghapusan piutang pajak yang suddhluwarsa
diatur dengan peraturan walikota.
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BAB XVIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 38

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan ormpakng sedikit
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per mahuajib
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran ainserta tata cara
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksudapatd#l)
diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 39

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan unto&nguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daeramdahgka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakeah.
Wajib pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atdatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempati ata
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan barguaa
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Tata cara pemeriksaan pajak diatur dengariyparawalikota.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemiurigajak
sebesar 5 % (lima persen ) atas dasar pencapaemakiertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada agat (
dimaksudkan untuk meningkatkan:

a. kinerja SKPD;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;

c. pelayanan kepada masyarakat

d. pendapatan daerah;

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ryditétapkan
melalui APBD.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada agat (
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berika.

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak t@ea insentif
untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal tramuberikutnya
yang telah mencapai target kinerja triwulan yangrdukan.

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun angggramerimaan
tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yangasudibayarkan
untuk triwulan sebelumnya.

Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimakasda @yat (1)
diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota
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BAB XX
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 41

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepmldak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadatefa wajib
pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untrkalankan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajalesad
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (flakbejuga
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikoteulirmembantu
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundaraggal
perpajakan daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dindksada ayat (1)

dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak selbsaiesi atau
saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkah wialikota
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lentegma
atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan
pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan Kota, walikota berwenang rnemizin tertulis

kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayatifljedaga

ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar méabe
keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari aentang wajib
pajak kepada pihak yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilatandaperkara

pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesugad hukum

acara pidana dan hukum acara perdata, walikotat dapmberi

izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksuéh @yat (1),

dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayatuf@yk

memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis damerdesmgan
wajib pajak yang ada padanya.

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayahdfjs

menyebutkan nama tersangka atau nama tergugatakgde yang

diminta, serta kaitan antara perkara pidana atadap®e yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

Walikota berwenang menerapkan paksaan pemerintanhadap

pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhaesmtkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Paksaan yang dilakukan oleh walikota sebagaimansakdiud

pada ayat (1) adalah :

a. peringatan secara lisan;

b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengamggiang
waktu 7 hari kalender; dan

C. pencabutan surat izin.

Bentuk pencabutan surat izin diatur lebih lanjubgin peraturan

walikota.
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BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkundg@@merintah
Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik umbakakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daera
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum aAcar
Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adadghbat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan PentatinKota yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dekgmtuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adyatiélah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketzna
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dingida
perpajakan Daerah agar keterangan atau laporaebtgrs
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan nrexge
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbyatsy
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajaka
Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang giriéau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidapgjp&an
Daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkedeagan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahatin buk
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta niaaku
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksangas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Diaera

g. menyuruh  berhenti dan/atau melarang  seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pewmamniks
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orasmglab
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindaknaid
perpajakan Daerah;

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Dasesuali
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) méathéan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil peksgithya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Pdleggyara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yaamrddalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB XXII1
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak raerpaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkagu
melampirkan keterangan yang tidak benar sehinggeugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana lamupgling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling ba2yaua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibhaya

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyd&apaSPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkagu
melampirkan keterangan yang tidak benar sehinggeugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana @epging
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling bashyaknpat) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibhaya

Pasal 45

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk olehkata yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakah h
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan (8y
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 )(gahun dan
pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (erapatypiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk olehketa yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseormay
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabatgaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) ai@iddengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidi@mda paling
banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagairdanaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengadteng yang
kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada(Rydan ayat (2)
sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentipgdadi
seseorang atau badan selaku wajib pajak, karenalijdikan
tindak pidana pengaduan.

Pasal 46

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan4Basght (1) dan
ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sgpanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebifjutladengan
Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame 23



Pasal 48
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku makatdtan Daerah
Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2009 tentang PajaklaRek
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009, Nomgrdddabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ypetagngan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanibdram Daerah
Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 30 April 2011

WALIKOTA PASURUAN
Ttd,
HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 20 Desember 2011

SEKRETARISDAERAH KOTA PASURUAN
Ttd,
Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011,
NOMOR 26

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002
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PENJELASAN ATAS
PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK REKLAME

. UMUM

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membigenyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan penyediaan fagitbkk. Oleh karena itu diperlukan
adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap sumbeessitehdapatan Asli Daerah baik
berupa penyesuaian tarif maupun ketentuan regudamj mengatur tata cara pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik IednNomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaegcabut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang kPBjaerah dan Retribusi Daerah
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 TaQ@0D maka Peraturan Daerah
Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2009 tentang PajalaRekperlu diganti.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalasalpini dimaksudkan
untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salahgegrtian
dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal daeatuRan

Daerah ini.
Pasal 2 X Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 X Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 X Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 X Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 X Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 X Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 X Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 X Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 X Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 X Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 X Cukup jelas
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Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 20

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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LAMPIRAN | : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 04 TAHUN 2011
TANGGAL : 30April 2011

NILAI STRATEGISPEMASANGAN REKLAME

TINGKAT NILAI
NO. LOKASI STRATEGIS | STRATEGIS
1 2 3 4

1. Areal
(Lokas di Perempatan )

1. Apotik Pasuruan (Jalan Veteran-Kusumabangsa-
Balaikota-Pahlawan
2. Gereja Antonius (Jalan Balaikota-Pelabuhan-
Soekarno Hatta)
3. SMA Negeri | (Jalan Hasanudin-Pasar lkan-
Soekarno Hatta)
4. Pasar Kebonagung (Jalan Panglima Sudirman- | 3
KH. A. Dahlan-Untung Suropati-Urip Sumoharjp)
5. Kumala (Jalan KH. Wachid Hasyim-Soekarno
Hatta-Sulawesi)
6. Penjara (Jalan Panglima Sudirman- KH. Wachid
Hasyim-Gajah Mada-Hayam Wuruk)
7. Rumah Sakit Daerah (Jalan Untung Suropati-S$etia
Budi-Dr. Wahidin S. Husodo-Ki  Hajar
Dewantoro)
8. Krampyangan (Jalan Patiunus-Setia Budi-KH.
Hasyim Asyari)

2. Areall
(Lokas di Pertigaan)

1. Slagah (Jalan Dr. Wahidin S. Husodo-Pahlawan-
Slagah)
Sangar (Jalan Gajah Mada-Hasanudin-Airlangpa)

PDAM (Jalan Panglima Sudirman-Airlangga)
Krampyangan (Jalan Patiunus-Sultan Agung) Il 2,5

Apotik Wahidin (Jalan Dr. Wahidin S. Husodo-
Sultan Agung)
Kantor Dinas Pendidikan Kota Pasuruan (Jalan
Dr. Wahidin S. Husodo-Sunan Ampel)
7. Terminal Blandongan (Jalan Ir. H. Juanda-HOS

Cokroaminoto)
8. Pasar Kraton (Jalan Ahmad Yani-Gatot Subroto)

o krwd

o

3. Area Il

Jalan Niaga

Jalan-jalan di Depan Pasar Daerah
Jalan Ahmad Yani

Jalan Soekarno Hatta

bR
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5. Jalan Balaikota

6. Jalan Veteran

7. Jalan Ir. H. Juanda

8. Jalan Pahlawan

9. Jalan Untung Suropati

10. Jalan Panglima Sudirman Il 2
11. Jalan KH. Wachid Hasyim
12. Jalan Slagah
13. Jalan Hayam Wuruk
14. Jalan Sulawesi
15. Jalan Stasiun
16. Jalan KH. Ahmad Dahlan
17. Jalan Wahidin Sudiro Husodo
18. Jalan Setia Budi
19. Simpang Empat atau Simpang Tiga yang tidak
termasuk dalam criteria sebagaimana dimaksud
dalam Area | dan Il
4, Area IV
1. Jalan Urip Sumoharjo
2. Jalan Gatot Subroto
3. Jalan Gajah Mada
4. Jalan Hasanudin
5. Jalan Letjen Suprapto vV 15
6. Jalan WR. Supratman
7. Jalan Kusuma Bangsa
8. Jalan Katrtini
9. Jalan Diponegoro
10. Kompleks BCA
11. Kompleks Pelabuhan
5. AreaV

Pemasangan Reklame di seluruh jalan—jalan |
Pasuruan yang tidak termasuk dalam Kkrits
sebagaimana dimaksud dalam Area | sampai de
v

Kota
aria
ngan

\% 1

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002
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LAMPIRAN Il : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR
TANGGAL

NILAI JUAL OBYEK REKLAME

: 04 TAHUN 2011
: 30 April 2011

NILAI JUAL OBYEK

NO JENISREKLAME LAMA PEMASANGAN REKLAME
1 2 3 4
I REKLAME TETAP
1. Reklame Megatron 1 (satu) tahun Rp. 400.000%/sisi
2. Reklame Papan / Billboard 1 (satu) tahun
a. Tiang dengan penerangan Rp. 350.000%/$is
b. Tiang tanpa penerangan Rp. 325.0002/5Mdi
c. Menempel dengan Penerangan Rp. 300.000/sisil
d. Menempel tanpa Penerangan Rp. 275.0007/disi
3 Papan Nama Toko / Usaha 1 (satu) tahun Rp. 0@60./ M /sisi
4. Reklame berjalan / kendaraan 1 (satu) tahun R0.000,- / M/sisi
5. Reklame Wall Painting 1 (satu) tahun
a. dengan penerangan Rp. 250.000%/M
b. tanpa penerangan Rp. 225.000,-/ K
[l | REKLAME INSIDENTIL
1. Baliho a. mingguan Rp. 75.000,-7 M
b. bulanan Rp. 175.000,- FM
2. a. Kain/Spanduk/Umbul-umbu] a. mingguan Rp25.000,- / M
b. bulanan Rp.  40.000,- FM
b. Vinil bulanan Rp.  25.000,- /"M
3. Selebaran / Brosur / Leafleat smp dengan 100de Rp. 1.000,- / Ib
4. Stiker/Melekat smp dengan 100 lembar Rp.1.000,- / Ib
5. Film/ Slide a. bulanan Rp. 250.000,-
b. mingguan Rp. 150.000,-
c. harian Rp. 100.000,-
6. Reklame Udara bulanan Rp. 1.250.000,-/ buah
7. Reklame Suara harian Rp. 75.000,-
8. Peragaan di luar ruangan smp dengan 4 jam Bp5.000,-
9. Peragaan di dalam ruangan smp dengan 4 jam &j0.000,-
10. Reklame Apung bulanan Rp. 150.000,-/buah
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